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ABSTRAK 

 

Mia Arti Melani .201620252012. Analisis Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan 

Perundang-undangan terkait Pencurian Ikan (Illegal Fishing) sebagai Upaya Peyelamatan 

Sumberdaya Alam Perikanan dan Kelautan Indonesia 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah terciptanya sinkronisai dan harmonisai diantara peraturan 

perundang – undangan, sehingga dalam pengelolaan sumberdaya alam kelautan, penanganan 

permasalahan laut dan perikanan Indoneia khususnya Illegal Fishing tidak terjadi tumpang 

tindih kewenangan dalam upaya penegakan hukum, memberikan kepastian hukum dan 

manfaat bagi semua masyarakat.  Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 

metode pendekatan yang bersifat penelitian deskriptif (memaparkan).  Hal ini dikarenakan 

masalah yang dibahas berkaitan dengan memaparkan hubungan antara peraturan perundang-

undangan yang ada terhadap efektifitas penanganan masalah Illegal Fishing.Dengan 

pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar 

belakang yang menjadi masalah terjadinya ketidaksingkronan dan ketidakharmonisnya 

peraturan yang terkait Illegal Fishing. 

Kesimpulan: diperlukannya suatu keharmonisan dan keserasian untuk menjadikan arah dan 

tujuan yang sama antar peraturan perundang-undangan itu sendiri. Upaya harmonisasi 

dilakukan terhadap rancangan undang-undang di tingkat mana pun, sejak dari tahap 

perencanaan hingga pada tahap pembahasan. Sedangkan upaya sinkronisasi terhadap 

peraturan perundang-undangan yang telah ada baik secara vertikal maupun horizontal.Upaya 

haromonisasi dan sinkronisasi hukum bertujuan agar terwujud kesederhanaa/ kemanfaatan 

hukum, kepastian hukum dan keadilan. Penerapkan peraturan yang lebih tegas dan 

keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan negara, menjalankan hukum dengan sebaik-

baiknya, sejak penataan sistem perizinan, pengawasan di lapangan, hingga peradilan pasti 

akan mengurangi paraktek Illegal Fishing. Penanganan masalah pengawasan laut khususnya 

kejahatan perikanan mestinya tidak parsial dan harus komprehensif sehingga efektif dan tidak 

menyisakan persoalan baru. Kata kunci: Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan, illegal 

Fishing, Sumberdaya Alam Perikanan, Kelautan Indonesia 
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ABSTRACT 

 

Mia Arti Melani .201620252012. Synchronization and Harmonization Analysis of Legislative 

Regulations related to Fish Theft (Illegal Fishing) as a Peyel Salvation of Natural and 

Fisheries Resources in Indonesia 

 

The purpose of this study is the creation of synchronization and harmonization among laws 

and regulations, so that in the management of marine natural resources, the handling of 

Indonesian sea and fisheries issues, especially Illegal Fishing, there is no overlapping 

authority in law enforcement efforts, providing legal certainty and benefits for all 

communities.The type of research conducted by researchers is a type of normative legal 

research with the approach used in this study, a method that is descriptive research 

(describing). This is because the problems discussed are related to describing the relationship 

between existing laws and regulations on the effectiveness of handling Illegal Fishing 

problems. 

With this approach, it is hoped that a clear and intact picture of the background can be 

obtained which is a problem in the occurrence of irregularities and disharmony in the 

regulations related to Illegal Fishing.Conclusion: the need for harmony and harmony is 

needed to make the same direction and purpose between the laws and regulations themselves. 

Harmonization efforts have been made towards the draft law at any level, from the planning 

stage to the discussion stage. While efforts to synchronize existing laws and regulations both 

vertically and horizontally. Efforts to synchronize and synchronize laws aim to realize the 

simplicity / usefulness of law, legal certainty and justice. Implementing stricter regulations 

and alignments with the interests of the nation and state, implementing the law as well as 

possible, since the arrangement of the licensing system, supervision in the field, and the 

judiciary will definitely reduce Illegal Fishing practices. Handling the problem of marine 

supervision, especially fisheries crime, should not be partial and must be comprehensive so 

that it is effective and leaves no new problems. Keywords: Synchronization and 

harmonization of regulations, illegal fishing, fisheries natural resources, marine Indonesia 
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